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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Pendapat Imam Syafi’i dan Fatwa MUI
Terhadap Praktek Gadai Motor Pada Masyarakat Kecamatan Gunung Anyar
Surabaya” ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan:
Bagaimana praktek gadai motor pada masyarakat Kecamatan Gunung Anyar
Surabaya? Bagaimana pendapat Imam Syafi’i mengenai gadai terhadap praktek
gadai motor pada masyarakat Kecamatan Gunung anyar Surabaya? Bagaimana
tinjauan Fatwa MUI tentang gadai terhadap praktek gadai motor pada
masyarakat Kecamatan Gunung Anyar Surabaya?

Data penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan para narasumber yang
berkedudukan di wilayah Kecamatan Surabaya. Data penelitian ini selanjutnya
dianalisis dengan teknik deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam praktek gadai yang dilakukan
masyarakat Kecamatan Gunung Ayar tidak sesuai dengan pendapat-pendapat
Imam Syafi’i dalam kitabnya Al-Umm seperti halnya pemegang gadai menjadi
pemilik sementara barang gadai dengan semua manfaatnya, tidak adanya bukti
tertulis maupun saksi dalam transaksi gadai motor yang mereka lakukan dengan
posisi pemegang gadai rentan akan kecurangan, sedangkan motor yang
digadaikan kebanyakan kredit, cacat dan kerusakan sebelum gadai dilakukan
maupun akibat kelalaian gadai merupakan tanggungan penggadai, penggadai
sering dirugikan dengan uang pemerliharaan barang gadai pada saat akad
dilakukan dengan tanpa ganti rugi jika ada kerusakan yang disebabkan pemegang
gadai. Begitu pula dengan tidak diterapkannya fatwa MUI mengeni gadai seperti
pemegang gadai semena-mena dalam pemanfaatan motor, besar biaya perawatan
barang gadai yang dibebankan kepada penggadai ditentukan dari besar dari
pinjaman, penggadai membayar denda jika terjadi keterlamatan pembayaran,
barang gadai dijual tidak melalui lelang syari’ah.

Seiring dengan kesimpulan di atas, hendaknya para pelaku gadai lebih
amanah dan meningkatkan pengetahuan tentang tata cara dalam transaksi gadai
itu sendiri. Sehingga dalam praktek tidak ada transaksi yang dilakukan oleh
masyarakat Kecamtan Gunung Anyar terhindar dari unsur kezaliman dan sesuai
dengan hukum Islam dengan berpatokan pada pendapat Imam Syafi’i dan fatwa
MUI mengenai gadai. Disamping itu diharapkan kepada para pelaku gadai
diharapkan kepada penggadai agar menjaga kepaercayaan yang diberikan
pemegang gadai, begitu pula pemegang gadai diharapkan tidak mengambil
untung dari transaksi gadai tersebut.
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DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis
(technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin.
Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai
berikut:

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian
dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian lainnya dengan huruf dan

tanda sekaligus sebagai berikut:

Arab Latin
Kons Nama Konsonan Nama
| Alif Tidak dilambangkan
L Ba b Be
< Ta t Te
< Sa $ Es (dengan titik di atas)
d Jim j Je
'd Ha h Ha (dengan titikdi bawah)
¢ Kha kh Ka dan Ha
3 Dal d De
3 Zal z Zet (dengan titik di atas)




J Ra r Er

J Zai z Zet
o Sin s Es

U Syin sy Es dan Ye
oo Sad S Es (dengan titik di bawah)
wa Dad d De (dengan titik di bawah)
b Ta t Te (dengan titik di bawah)
& Za z Zet (dengan titik di bawah)
¢ Ain ¢ Koma terbalik (di atas)
Gain g Ge

i Fa f Ef

d Qaf q Ki

4 Kaf k Ka

J Lam 1 El

[ Mim m Em

o Nun n En

3 Wau w We

° Ha h Ha

$ Hamzah ’ Apostrof

] Ya y Y

2. Vokal tunggal atau monofiong bahasa Arab yang lambanya hanya berupa

tanda atau harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan

huruf sebagai berikut:

xiii




a. Tanda fathah(___) dilambangkan dengan huruf: a, misalnya jjab

b. Tanda kasrah(__) dilambangkan dengan huruf: i, Misalnya khiyar

c. Tanda dhammah (_’_) dilambangkan dengan huruf: u, misalnya qabil

. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin

dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:

a. Vokal rangkap (_ " ) dilambangkan dengan gabungan huruf: au,
misalnya Syaukany.

b. Vokal rangkap (— ) dilambangkan dengan gabungan huruf: ai, misalnya
bai'un

. Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf

transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan

horisontal) di atasnya, misalnya gabul.

. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddalh atau tasydid,

transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama

dengan huruf yang bertanda Syaddah itu, misalnya mumayyiz

. Kata sanda dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf a/if-/am,

transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan hurus yang sesuai

dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi

tanda sempang sebagai penghubung, misalnya a/-bai’ an-Nisa’

T4’ marbutah mati atau yang dibawa seperti ber-harakat sukun, dalam tulisan

Latin dilambangkan dengan huruf “h”, misalnya syariah. Sedangkan fa’
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marbutah yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya ru'yat al-
hilal.

. Tanda apostrof (’) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk
yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya, firgaha’. Sedangkan di

awal kata, huruf hamzah tidak dilambangkan dengan sesuatu pun.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
[slam merupakan satu-satunya agama samawi yang diturunkan oleh Allah
kepada Rasul-Nya. Agama Islam yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada
junjungan Rasul-Nya Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk
disampaikan kepada seluruh umat manusia sungguh sangatlah sempurna. Seperti

yang telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah 132:

- K PO . s 2

O yakis o5y VI ‘;,u’w’;:m qu‘fz..a\ Al ag;;;u,w,ur.,s\;| @@a”

Artinya: “Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya,
demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): Hai anak-anakku!
Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah
kamu mati kacuali dalam memeluk agama Islam. !

Risalahnya tidak hanya mengajarkan kepada umatnya mengenai tata cara
berhubungan dengan Allah saja, akan tetapi juga mengajarkan bagaimana tata
cara berhubungan antara manusia dengan manusia lainnya.

Mukjizat Rasulullah SAW yang terbesar diantara mukjizat-mukjizat

lainnya yaitu Al-Qur’an, Al-Qur’an menjadi petunjuk bagi orang yang takut,

" Depag RI, A/-Quran dan Terjemahannya, (Surabaya: Karya Utama, 2000), 34.



peringatan bagi orang yang lalai,
mengimaninya.

Sebelum Islam datang, dunia dalam keadaan gelap gulita, penuh oleh
kejahilan, keaniayaan dan kedzaliman. Manusia hanyut dalam menghambakan
diri kepada berhala-berhala, binatang-binatang, matahari dan sebagainya yang
mereka anggap memiliki kekuatan lebih dibandingkan kekuatan manusia itu
sendiri. Namun setelah ajaran Islam datang dengan berangsur-angsur, maka
terbukalah hati manusia yang mana setelah beberapa lamanya tertutup oleh
kepercayaan yang sesat dan menyesatkan. Penyembahan kepada berhala,
matahari, bulan dan sebagainya akhirnya bertukar dengan penyembahan kepada
Allah SWT. Nabi Muhammad SAW berupaya memperbaiki budi pekerti mereka,
serta membawa mereka ke jalan Allah SWT walaupun banyak rintangan yang
beliau hadapi.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat

112:

E E R of olr o
el SHey b L e );L,J Jw e W Tt ﬁ;& o o
-.” e - \
Artinva: "Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada kecuali jika
mercka berpegang teguh pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian)
dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah

o2

dan mereka diliputi kerendahan. ™

2 Ihid. 94.



Dalam Islam tidak pernah lepas dengan yang namanya Ibadah dan
Syariah setelah scorang manusia menyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah
dan Muhammad adalah utusan-Nya, maka seseorang tersebut yang dinamakan
muslim yang harus mentaati segala perintah dan menjauhi larangan Allah SWT.
Ibadah, yaitu pcnyembahan seorang hamba terhadap Tuhannya yang dilakukan
dengan jalan tunduk dan merendahkan diri serendah-rendahnya, yang dilakukan
dengan hati yang ikhlas menurut cara-cara yang ditentukan oleh agama.
Sedangkan syariah, yaitu hukum atau peraturan tertentu dalam agam Islam,
yang dapat menunjukkan suatu perintah atau larangan dalam Islam, yang wajib
dipatuhi oleh setiap orang Islam yang telah baligh, lagi berakal (mukallaf)?

Hukum Islam yang bersumber dari dua sumber yaitu Al-Quran dan As-
Sunnah sangatlah sesuai untuk digunakan pada segala zaman, karena di
dalamnya telah diatur segala sesuatunya baik itu yang berhubungan dengan
‘ubudiyah (hubungan antara manusia dengan Allah) dan muamalah (hubungan
manusia dengan manusia).

Ajaran agama Islam terdiri dari dua unsur pokok, yaitu:

1. Akidah (Kepercayaan/faith) yang dirumuskan dalam ajaran “Enam

Rukun Iman” atau Arkanul Iman.
2. Syariah (Hukum Islam//s/amc Law) yang terdiri dari dua bagian

pokok:

* Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S. Figih Madzhab Syafi’l, Buku I, (Bandung: Pustaka
Sctia, 2007), 17.



a. Ibadah yang dirumuskan dalam ajaran “Lima Rukun Islam” atau
Arkanul [slam
b. Muamalah

Muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antar
scsama manusia, baik yang scagama maupun yang tidak seagama, antara
manusia dengan kehidupannya, dan antara manusia dengan alam sckitarnya/
alam semesta.*

Allah telah menciptakan manusia di atas bumi ini sebagai makhluk
paling sempurna diantara ciptaan-Nya yang lain. Dengan dilengkapi akal pikiran
dan nafsu inilah manusia merupakan ciptaan-Nya yang paling sempurna dan
scbagai khalifah di bumi ini. Kclcbihan yang dimilikinya itu lah manusia
menggunakannya sebagai alat untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan
dalam hidupnya dengan menycimbangkan antara keduanya. Seperti yang telah

tcrcantum dalam Surat Al-Qashas ayat 77:

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) ncgeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan
bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kcpada
orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan

* Masjluk Zuhdi. Studi Islam Jilid [[l: Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Gratindo Persada,
1993). 2.



Selain berhubungan dengan Allah, manusia juga berhubungan dengan
masyarakat sekitar karena manusia makhluk sosial. Yaitu makhluk yang
memerlukan adanya manusia lain dalam kehidupannya untuk saling berinteraksi.
Salah satu kajian dalam muamalah adalah mengkaji tentang sesuatu yang
berkaitan dengan kebutuhan hidup yang dikaitkan dengan materi dan itulah yang
disebut dengan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berupaya
untuk bisa memenuhi berbagai macam kebutuhannya secara material maupun
spiritual demi keberlangsungan hidupnya.6

Manusia merupakan makhluk sosial yang mana mereka tidak bisa hidup
sendiri tanpa bantuan dari orang lain, dikarenakan mereka saling membutuhkan
antara yang satu dengan yang lain untuk saling melengkapi dalam memenubhi
kebutuhan mercka masing-masing. Namun, manusia selaku makhluk yang paling
sempurna, kerapkali mempunyai rasa egois yang sangat tinggi, hal ini
menyebabkan manusia sering bertindak seenaknya sendiri, tanpa memperdulikan
kepentingan orang lain. Oleh karena itulah diperlukan hukum yang mengatur
hubungan antar sesama manusia agar tidak terjadi kerusakan, pertengkaran dan
persclisihan, yang semuanya diatur secara lengkap dalam ajaran agama Islam.
Islam mcmuat segala hal tentang kehidupan manusia, dimana Islam dapat

dijadikan sebagai way of life.

 Ismail Nawawi. Ekonomi Mikro Dalam Perspekiif Islam, (Surabaya: Putra Medika
Nusantara. 2010). 1.



Dengan adanya aturan-aturan yang bersumber pada Al-Quran dan As-
Sunnah dalam fikih muamalah, maka setiap orang dapat melindungi apa saja
yang menjadi hak-hak mereka, khususnya dalam bidang menjaga harta, sehingga
tidak dirugikan oleh orang lain. Bahkan, lebih jauh manusia dapat
mempergunakan hartanya dijalan kebaikan dan untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya dengan terhindar dari sikap eksploitatif yang datang dari pihak lain.
Dengan adanya hukum Islam yang mengatur mengenai segala hal dalam
kehidupan manusia dengan harapan tanpa ada yang dirugikan dalam memenuhi
segala kebutuhan yang diperlukan manusia dengan tujuan untuk beribadah
kepada Allah dengan cara berinteraksi antara sesama manusia.

Secara spesifik, manfaat fikih muamalah adalah untuk mengetahui
ketentuan-ketentuan ~ hukum  tentang  usaha-usaha memperoleh  dan
mengembangkan harta, jual-beli, hutang piutang, dan jasa penitipan diantara
anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dipahami dari dalil-
dalil syara* yang terinci’.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, masalah-masalah yang
timbul dalam kehidupan umat manusia sehari-hari menjadi semakin kompleks.
Baik itu yang bersifat ‘ubudiyah maupun muamalah. sudah sunnatullah bahwa
kehidupan manusia dari waktu ke waktu berjalan dinamis, selalu ada

pembaharuan dan perubahan. Manusia selalu mengharapkan suatu bentuk

71.

" Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranaia Sosial, (Jakarta: Raja Gratindo Persada. 1994),



kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, dan interaksi antara satu individu
dengan individu lain yang berlangsung dalam rangka saling memenuhi
kebutuhan satu sama lain menjadi semakin berkembang. Hal ini berbanding lurus
dengan tingkat bertambahnya kebutuhan manusia dari waktu ke waktu. Maka

dari itu Allah SWT berfirman pada surat Al-Maidah ayat 2:
) il it B8y T 1,85% 53805 ST b 155 55 5 201 i 55065
Artinya:  “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
tagwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan
pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya
Allah Amat berat siksa-Nya.”*

Seperti yang telah disebutkan dalam ayat diatas, maka Allah
memerintahkan kepada hambanya untuk saling membantu dan berhubungan
dalam hal kebaikan dikarenakan manusia itu lemah tanpa bantuan dari orang lain
dalam segala hal dan pada dasarnya manusia memiliki sifat ketergantungan satu
sama lain.

Salah satu prinsip dan tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan dan
untuk mewujudkan kemaslahatan itu dengan adanya perintah saling membantu
antara sesama manusia. Saling membantu dapat diaplikasikan berupa pemberian

tanpa ada pengembalian, seperti zakat, infak dan shadagah dan dapat berupa

pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman.

* Depag R, Al-Qur’an dan Terjemahannya. 156-157.



Seseorang yang mempunyai kelebihan harta, belum tentu dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Untuk makan saja, ia membutuhkan jasa
seorang petani. Untuk membeli rumah, ia membutuhkan jasa seorang kuli, dan
lain sebagainya. Begitu pula seseorang yang memliki kekurangan harta dia tidak
dapat memenuhi kehidupannya tanpa bantuan orang yang memiliki kelebihan
harta. Demivkian juga dengan seseorang yang dituntut untuk mempunyai
mobilitas tinggi dalam kehidupannya sehari-hari, maka ia tidak akan berarti apa-
apa tanpa bantuan kecanggihan teknologi transportasi yang tentunya merupakan
hasil karya manusia lain yang ahli dalam bidang mesin yang semakin hari
semakin berkembang. Salah satu bentuk teknologi transportasi yang paling
efisien saat ini adalah sepeda motor. Di kota-kota besar di Indonesia, kendaraan
jenis ini sudah dimiliki hampir oleh setiap keluarga karena mempunyai banyak
manfaat dengan harga yang relatif miring, apalagi dibandingkan dengan
kendaraan roda empat. Dahlan Iskan, Direktur Utama PT. PLN saat skripsi ini
ditulis, dalam catatannya mengemukakan, “....Di masa lalu, golongan atas
memiliki alat transportasi mobil. Sedang golongan bawah hanya memiliki kereta
dorong, becak-gundul, gerobak sapi dan paling cepat adalah dokar. Kini, dengan
sepeda motor kecepatan bergerak golongan bawah sama cepatnya dengan
golongan atas bahkan dalam keadaan lalu-lintas macet naik sepeda motor lebih

. . 999
cepat sampai ke tujuan....

* Revolusi Ekonomi Sepeda Motor, Dahlan Iskan. (Jawa Pos Edisi Minggu, 01 Januari
2012), 13.



Fakta ini menunjukkan bahwa sepeda motor sudah menjadi kebutuhan
pokok bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia untuk dapat beraktifitas
dalam kesehariannya. Untuk dapat menikmati manfaat dari sepeda motor ini,
masyarakat dapat membelinya dengan cara tunai maupun kredit. Tidak terbatas
sampai disni saja, seseorang yang telah memiliki sepeda motor, maka dinilai
telah mempunyai asset yang bemilai secara material. Hal ini terbukti dengan
dapat dijadikannya sepeda motor sebagai jaminan dikala seseorang
membutuhkan dana segar sewaktu-waktu, karena pada umumnya seseorang tidak
mudah untuk percaya dengan memberikan pinjaman kepada pihak lain tanpa ada
suatu jaminan barang yang dapat memastikan bahwa peminjam akan dapat
mengembalikan pinjamannya dalam waktu yang ditentukan. Oleh karena itu
dibutuhkan adanya sesuatu yang dapat menjadi jaminan manakala debitur tidak
sanggup melunasi hutangnya. Salah satu cara yang dipakai ketika seseorang
membutuhkan uang secara langsung adalah dengan cara gadai.

Dalil yang membolehkan manusia bermuamalah dalam bentuk gadai

terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283:

z -4 Y
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. "

10 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannyva. 70.



Artinya:

10

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah scorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar.”™°

de
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Artinya:
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“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak sccara tunar)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi
Jika scbagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu
(para saksi) Menyembunyikan pcrsaksian. dan Barangsiapa yang
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang
berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan.”'

Gadai (rahn) sccara etimologis (pendekatan kebahasaan//ugawi) sama

pengertiannya  dengan (Subut, dawam,  habs)yang  berarti tetap, kekal,

tahanan '*. Gadai (rafiz) menurut pengertian terminologi (istilah) terdapat

beberapa pendapat, diantaranya menurut Sayyid Sabiq, ra/in adalah menyandera

sejumlah harta yang discrahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil

kembali sebagai tcbusan’.

10 Depag RI, A/-Quir’an dan Terjemahannya, 70.
" Ibid, 71.
"2 Abdul Ghatur Ansori, Gadai Sariah di Indonesia, (Yogyakarta: GGadjah Mada University

Press, 2005), 54.
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Rahn adalah penycrahan barang scbagai jaminan untuk mendapatkan
utang."

Menurut istilah raAn adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan
utang agar utang terscbut dilunasi atau dapat dibayarkan jumlahnya jika utang
terscbut tidak dapat dilunasi."*

Rahn menurut madzhab Syafi’i adalah menjadikan materi barang scbagai
jaminan utang dan dijadikan pecmbayar utang manakala pengadai tidak dapat
membayar utangnya.'’

Mazhab Imam Syafi’i merupakan suatu madzhab yang banyak dianut
oleh kcbanyakan umat Islam didunia yang mana pendiri dari mazhab ini yaitu
Imam Syafi’i. Imam Syafi’i menjadi pelopor di bidang figh dan bidang akidah
yang banyak dianut oleh kebanyakan para pcemikir filsafat dunia. Dengan
menggunakan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman utama dalam pemikirannya
dan sumber segala hukum islam kemudian juga menggunakan Jjma“‘dan Qiyas."’

Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah dalam
hal financial maka pada saat ini banyak sekali para penggadai perseorangan

yang marak terjadi pada masyarakat Indonesia pada umumnya terutama pada

"* Ahmad Itham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi S, yariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2010y, 279.

4" Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et al, A/-Fighul-Muyassar Qismul Mu'amalat
Mausu‘ah Fighiyyah Haditsah Tatanawwalu Ahkamal Fighil Islami Bi Uslub Wadili Lil-Mulitashin
Wa Gairihim, Tery. Miftahul Khairi, (Y ogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 174.

"> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Volume 7, (Jakarta: Ichtiar Baru van
Ioeve, 1996),1480.

" Nasr Hamid Abu-Zayd, Al-Imam As-Syafi‘i Wa Ta‘sis Al-‘Aidulujiyah Al-Wasatiyah,
Terj. Khoiron Nahdliyyin, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 1997), 3.



B.

dan pihak pemegang gadai tidak berbadan hukum yang mengakibatkan adanya
penipuan dan penyelewengan dari pihak gadai, dan tanpa memperhatikan lagi
konsep gadai yang sesuai dengan Islam dengan bertumpu pada pendapat Imam
Syafi’i dan fatwa MUI mengenai gadai yang mana salah satunya ialah dalam hal
penarikan uang pemeliharaan dan perawatan yang disesuaikan dengan besar
pinjaman, sedangkan barang gadai tersebut tidak mengalami perawatan maupun
pemeliharaan selama di tangan pemcgang gadai tersebut, akan tetapi hanya
digunakan dan dimanfaatkan saja oleh pemegang gadai. Dari latar belakang
masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah gadai yang
terjadi pada masyarakat Kecamatan Gunung Anyar untuk dikaji secara mendalam
dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Pendapat Imam Syafi’i dan Fatwa
MUI terhadap Praktek Gadai Motor pada Masyarakat Kecamatan Gunung
Anyar”

Masyarakat pada Kecamatan Gunung Anyar di sini mayoritas memeluk
agama Islam dan termasuk Muslim yang taat beragama dengan adanya banyak
masjid dan tempat-tempat mengaji untuk para anak-anak kecil. Dalam hal
pendidikan, masyarakat Kecamatan Gunung Anyar beraneka ragam dari tingkat
paling rendah sampai tingkat paling tinggi. Begitupula masalah mata pencaharian
yang bermacam-macam dari pegawai swasta, pegawai negeri sampai

wirausahawan.

Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah
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1. Adanya unsur penipuan pada praktek gadai motor yang diterapkan tanpa
adanya perjanjian tertulis.
2. Adanya penyclewengan dikarenakan tidak berbadan hokum.
3. Penerapan praktek gadai motor pada masyarakat Kecamatan Gunung Anyar.
4. Pendapat Imam Syafi’i terhadap praktek gadai motor.
5. Fatwa MUI mengenai gadai.
Untuk menghasilkan penelitian yang terfokus pada judul, maka penulis
membatasi penelitian yakni pada:
1. Praktek gadai motor pada masyarakat Kecamatan Gunung Anyar.
2. Pendapat Imam Syafi’i terhadap praktek gadai motor.

3. Fatwa MUI mengenai gadai.

C. Rumusan Masalah
Dari beberapa masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang

masalah, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek gadai motor pada masyarakat Kecamatan Gunung Anyar
Surabaya?

2. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i mengenai gadai terhadap praktek gadai
motor pada masyarakat Kecamatan Gunung Anyar Surabaya?

3. Bagaimana tinjauan Fatwa MUI tentang gadai terhadap praktek gadai motor

pada masyarakat Kecamatan Gunung Anyar Surabaya?

D. Kajian Pustaka



Kajian pustaka ini merupakan gambaran antara hubungan topik yang akan
diteliti dengan penelitian sejenis yang sudah pernah dikaji dan dilakukan oleh
peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi penelitian.
Pembahasan tentang gadai sebenarnya bukan bahasan baru karena sudah dikaji
sebelumnya oleh Abdul Ghofur pada tahun 2010 tentang “Tinjauan Hukum Islam
terhadap Praktek Gadai Motor melalui Makelar di Desa Gadung Driyorejo”, yang
mana skripsi ini membahas mengenai gadai motor yang melalui makelar sebagai
mediator antara rahin dengan murtahin dan bertanggung jawab penuh atas barang
gadai jika terjadi perselisihan di antara keduanya.

Sebelumnya juga pernah dibahas sebelumnya oleh Anas Thoha pada
tahun 2004 mengenai “Pasal-pasal tentang Gadai dalam KUH Perdata dalam
Perspektif Imam Syafi’i”, yang mana dalam skripsi ini membahas mengenai
kerangka pcemikiran Imam Syafi’i terhadap gadai yang kemudian disandingkan
dengan konsep dalam KUH Perdata.

Akan tetapi dalam skripsi ini yang berjudul “Tinjauan pendapat Imam
Syafi’'i dan fatwa MUI Terhadap Praktck Gadai Motor pada Masyarakat
Kecamatan Gunung Anyar Surabaya™ dalam penelitian ini penulis
menyandingkan antara fatwa MUI mengenai gadai dengan pendapat Imam
Syafi’i untuk meninjau praktek gadai yang terdapat dalam masyarakat
Kecamatan Gunung Anyar Surabaya.

Perbcdaan dengan skripsi yang pertama terletak pada penggunaan

makelar pada praktek tersebut sedangkan pada skripsi ini tidak menggunakan
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Akan tetapi dalam skripsi ini yang berjudul “Tinjauan pendapat Imam
Syafi’i dan fatwa MUI Tecrhadap Praktek Gadai Motor pada Masyarakat
Kecamatan Gunung Anyar Surabaya”, dalam peneclitian ini penulis
menyandingkan antara fatwa MUI mengenai gadai dengan pendapat Imam
Syafi’i untuk mecninjau praktek gadai yang terdapat dalam masyarakat
Kecamatan Gunung Anyar Surabaya.

Perbedaan dengan skripsi yang pertama terletak pada penggunaan
makelar pada praktek tersebut sedangkan pada skripsi ini tidak menggunakan
makelar, dan perbedaan pada skripsi kedua hanya menggunakan kerangka
berfikir Imam Syafi’i untuk disandingkan dengan konsep KUH Perdata yang
mana berbeda dengan skripsi ini yang menggunakan pendapat Imam Syafi’i

mengenai gadai.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari
penclitian ini adalah:
1. Mengetahui praktck gadai motor pada masyarakat Kecamatan Gunung Anyar
Surabaya.
2. Mengetahui pendapat Imam Syafi’i mengenai gadai terhadap praktek gadai
motor pada masyarakat Kccamatan Gunung anyar Surabaya.
3. Mengetahui tinjauan Fatwa MUI tentang gadai terhadap praktek gadai motor

pada masyarakat Kccamatan Gunung Anyar Surabaya.



2. Dari segi praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan masyarakat
dan berguna sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat luas yang ingin
melaksanakan gadai khususnya di Kecamatan Gunung Anyar. Mengetahui
prektek gadai motor pada masyarakat Kecamatan Gunung Anyar Surabaya,
mengetahui pendapat Imam Syafi’i mengenai gadai terhadap praktek gadai
motor pada masyarakat Kecamatan Gunung Anyat Surabaya, mengetahui
tinjauan fatwa MUI tentang gadai terhadap praktek gadai motor pada

masyarakat Kecamatan Gunung Anyar Surabaya.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul tinjauan pendapat Imam Syafi’i dan Fatwa MUI
Terhadap Praktek Gadai Motor pada Masyarakat Kecamatan Gunung Anyar
Surabaya dengan menggunakan metode kuantitatif yang berangkat dari teori
gadai Imam Syafi'l dan fatwa MUI, untuk memperoleh gambaran yang jelas dan
tidak terjadi kesalahpahaman serta menghindari kesulitan dan memudahkan
pemahaman mengcnai skripsi ini, maka perlu adanya pembatasan dan penjelasan
mengenai istilah pokok yang menjadi pokok pcmbahasan dalam judul penelitian

ini.
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gadai Imam Syafi’[ dan fatwa MUI, untuk memperoleh gambaran yang jelas dan

tidak terjadi kesalahpahaman scrta menghindari kesulitan dan memudahkan

pemahaman mengenai skripsi ini, maka perlu adanya pembatasan dan penjclasan
mengenai istilah pokok yang menjadi pokok pembahasan dalam judul penclitian
ini.

I. Imam Syafi’i: Scorang Ulama hukum Islam pendiri mazhab Syafi’i, lahir di
Gazza, Palestina dckade ke-3 Hijriyah (150-204 H/767-820 M)."”

2. Fatwa MUI: kcputusan, pendapat yang diberikan oleh scorang mufii tentang
suatu masalah. Pengertian mufti dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti
pemberi fatwa untuk memutuskan masalah yang berhubungan dengan hukum
Islam. Dalam hal ini yang dimaksud dengan mufii adalah MUI (Majelis
Ulama Indoncsia) yang mcrupakan wadah musyawarah para ulama di
Indonesia.'®

3. Gadai Motor: Mcnjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara‘
sebagai tanggungan utang, dengan adanya tanggungan utang itu scluruh atau
sebagian utang dapat ditcrima. Dalam hal ini barang yang digadaikan adalah

motor. 19

' Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, flukum Perdata: Hukum Benda. (Yogyakarta: Liberti,
1981), 97.

" DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ({akarla, Balai Pustaka, 1990), 240.

" Syaikh *Abdurrahman A-Jaziri, Al-Figh ‘Ala mazahibi Al-“‘Arba ah. Ter. Chatibul Uman,
(Jombang: Darul Ulum Press, 2001), 256.
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unsur yang tidak sesuai dengan konsep gadai pada pendapat Imam Syafi’i dan

fatwa MUI.

o

Data yang dihimpun

a. Data hasil dari wawancara masyarakat pada kawasan Kecamatan Gunung
Anyar mengenai prkatek gadai motor.

b. Data mengenai gadai dalam buku al-Umm karya Imam Syafi’i.

c. Data mengenai gadai dalam Fatwa MUI Nomor 25/DSN-MUI/111/2002.

3. Sumber Data

a. Primer”

Sumber yang diperoleh asli yang memuat asli informasi atau sumber
tersebut.”' Data yang diambil langsung dari hasil wawancara kepada
masyarakat yang menggadaikan antara lain: Muslich, Ali, Rodhi, Saiful,
Burhan, Nizar, Umar, Agus, Satria, Nuri. Sedangkan yang menerima gadai
antara lain: Mansyur, Shobir, Wahab yang memuat tentang pelaksanaan
gadai di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya.

b. Sekunder™

Sumber yang diperoleh dari sumber yang bukan asli informasi atau

data terscbut. Yaitu kitab-kitab atau buku-buku, jurnal ilmiah yang terkait

dengan penclitian ini, antara lain yang terpenting:

* Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, Soerjono Soekanto, Pengantar
Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986). 51.

. Tatang M, Amirin, Menvusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984),
132.

* Data yang diperoleh dari bahan pustaka, ibid. 51.



1) Karya Imam Syafi’l yaitu kitab Al-Umm
2) Fatwa MUI
3) Literatur buku-buku lain yang berkaitan dengan gadai
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah teknis dalam upaya menghimpun
data yang akurat tentang keperluan melaksanakan proses pemecahan
masalah tertentu yang sesuai data. dalam penggunaan teknik wawancara
terhadap masyarakat Kecamatan Gunung Anyar Surabaya yang melakukan
praktek gadai sebagai teknik pengumpulan data, data yang diperoleh
peneliti dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung
antara peneliti dan seorang atau beberapa orang interviewer (yang
diwawancarai).” Dalam hal ini peneliti mewawancarai para penggadai
antara lain: Muslich, Ali, Rodhi, Saiful, Burhan, Nizar, Umar, Agus, Satria,
Nuri. Sedangkan yang menerima gadai antara lain: Mansyur, Shobir,
Wahab yang memuat tentang pelaksanaan gadai di Kecamatan Gunung
Anyar Surabaya. Dengan menggunakan pedoman wawancara berikut ini:
Identitas informan yang meliputi nama, umur, suku, agama, pendidikan dan
pekerjaan. Dan daftar pertanyaan untuk penggadai yang meliputi faktor
yang mendorong mereka untuk menggadaikan motornya, sebab memlilih

menggadaikan kepada perseorangan dari pada mecnggadaikan kepada

= Wardi bachtiar. metodologi penelitian dakwah, (Jakarta : logos, 1997), 72.
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lembaga pegadaian, untung ruginya menggadaikan kepada peseorangan.
Sedangkan daftar pertanyaan untuk penerima gadai yang meliputi faktor
yang mendorong mereka untuk menerima gadai, keuntungan dan kerugian
menerima gadai dari perseorangan.
b. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti
untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah
yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-
buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan
disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan,
ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun maupun
elektronik lain.>*

5. Teknik Analisis Data

Berangkat dari teori mengenai gadai dari pendapat Imam Syafi’i
dan fatwa MUI untuk meninjau praktek gadai motor yang dilakukan
masyarakat di Kecamatan Gunung Anyar menggunakan penelitian
kuantitatif dengan metode deskriptif, yaitu menggambarkan sesuatu hal apa
adanya atau memaparkan data yang terkait dengan masalah yang dibahas

yang ditemukan dalam berbagai literatur dan kesimpulannya diambil

* DASS, “Studi Kepustakaan’, http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2052189-
studi-kepustakaan/#ixzz12x5VQoLR, 16 September 2010.
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melalui logika deduktif,”’ yaitu jalan pikiran (nalar) dari putusan umum
kepada putusan khusus. Putusan umum dari penelitian ini adalah pendapat
Imam Syafi’i dan fatwa MUI mengenai gadai. ketentuan-ketentuan tersebut
digunakan untuk meninjau apakah ada kesesuaian atau benar tidaknya

mengenai aplikasi gadai motor di masyarakat kecamatan gunung anyar.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat dipaparkan dengan alur pemikiran yang sistematis
dan mudah dipahami, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai
berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi.
dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode
penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan dipaparkan mengenai biografi Imam Syafi’i, kehidupan
intelektual serta pola pikir Imam Syafi’l dalam berpendapat dan juga mengenai
kedudukan MUI dalam pemerintahan, pedoman penetapan fatwa MUI, mekanisme
kerja komisi fatwa MUI serta efek dari fatwa MUI mengenai gadai

Bab ketiga penjabaran mengenai data lapangan dari masyarakat yang berasal

dari informan yang melakukan praktek gadai motor tersebut secara langsung.

s Pocdjawiyatma LR . Logika filsafat berpikir, (Jakarta : bina aksara. 1985). 75.



Bab keempat analisa mengenai praktek gadai dalam masyarakat kecamatan
gunung anyar yang akan dianalisis dengan pendapat Imam Syafi’i dan fatwa MUI.
Bab kelima merupakan penutup dari seluruh ini skripsi. dalam kesimpulan
ini berisi ringkasan mengenai gadai menurut Imam Syafi’i dalam kitab A/-Umm
serta fatwa MUI dengan dikaitkan praktek gadai dalam masyarakat kecamatan

gunung anyar.



BAB II
PENDAPAT IMAM SYAFI’I DAN FATWA MUI
MENGENAI GADAI

A. Biografi Imam Syafi’i

Nama lengkap Imam Syafi’i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris
bin Abbas bin Usman bin Syafi’i al-Hasyimi al-Muthalibi. Dia keturunan bani
Abdul Muthalib bin Abdul Manaf, kakek buyut Nabi Muhammad.?

Ada dua pendapat mengenai nasab Imam Syafi’i dari ibu, pendapat
pertama mengatakan bahwa ibu beliau dari suku Azdi dan pendapat inilah yang
kemudian dikuatkan dengan pernyataan Imam Syafi’i sendiri sehingga pendapat
ini yang dianggap benar nasab Imam Syafi’i dari pihak ibu, pendapat yang
kedua mengatakan jika diruntut maka silsilah ibunya bertemu kepada Ali bin
Abu Thalib akan tetapi pendapat ini terbantahkan oleh pengakuan beliau sendiri
mengenai asal usul ibunya.”’

la dilahirkan pada tahun 150H, bertepatan dengan tahun dimana Imam
Abu Hanifah meninggal dunia.®®

Imam Syafi’i scjak kecil hidup dalam kemiskinan. Ketika beliau
discrahkan k¢ bangku pendidikan, para pendidik tidak mendapatkan upah dan

mercka hanya tcrbatas pada pengajaran. Namun sctiap kali scorang guru

% Wahbah Zuhaili, A/l-Fighu Asy-Syafi‘i Al-Muyassar, Terj. Muhammad Afifi, Jilid 1,
(Jakarta Timur: Almahira, 2010), 6.

?’ Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, A/-Imam Asy-Syafi‘i Fi Mazahib Al-Qadim
Wa AI""Ziﬁd' Terj. Usman Sya'roni, (Jakarta Selatan: Hikmah, 2008), 9.

= Ibid. 11.
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mengajarkan sesuatu kepada murid-murid, terlihat Syafi’i kecil dengan
ketajaman akal yang dimilikinya sanggup menangkap semua perkataan serta
penjelasan gurunya.

la menikah dengan Hamidah binti Nafi’ bin Unaisah bin Amru bin
Utsman bin Affan.”’

Buku-buku karya beliau: *°

1. Ar-Risalah Al-Qadimah

2. Ar-Risalah Al-Jadidah

3. Ikhtilaf Al-Hadi$

4. Ibhthal Al-Istihsan

5. Ahkam Al-Quran

6. Bayad Al-Fard

7. Sifat Al-Amr wa Nahyi

8. Ikhtilaf Al-Maliki wa Syafi‘i

9. Ikhtilaf Al-Iraqiyin

10. Ikhtilaf Muhammad bin Husain

11. Fadail Al-Quraisy

12. Kitab Al-Umm

13. Kitab As-Sunan

* Imam Syafi’l, Mufitasar Kitab Al-Umin Fi Al-Figh, Terj. Imron Rosadi. et al, (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2005), 4.
Y 1bid, 9.
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Beliau mengidap penyakit ambeien pada akhir hidupnya, schingga
mengakibatkan bcliau wafat di Mesir pada malam Jum’at seusai shalat Maghrib,
yaitu pada hari tcrakhir di bulan Rajab. Beliau dimakamkan pada hari Jum’atnya
di tahun 204 H, atau 819/820 M. Kuburannya berada di kota Kairo, di dekat
Masjdi Yazar, yang berada dalam lingkungan perumahan yang bernama Imam

Syafi’i.*!

Pendapat Imam Syafi’i Mengenai Gadai

Figh Imam Syafi’i berpusat pada empat sumber, yakni: Al-Quran, As-
Sunnah, /jma°‘, dan Qlyas.”

Al-Quran yaitu Kalam Allah ta’ala yang diturunkan kepada Rasul dan
penutup para Nabi-Nya, Muhammad SAW, diawali dengan surat al-Fatihah dan
diakhiri dengan surat an-Naas.>> As-Sunnah yaitu sesuatu yg disandarkan
kepada Nabi Muhammad saw. yaitu berupa perkataan perbuatan pcrnyataan dan
yg sebagainya.34 [jima* adalah kescpakatan para mujtahid dari kalangan umat
Islam tentang hukum syara‘ pada masa setelah Rasulullah wafat.’® Qiyas adalah
satu kegiatan ijtihad yang dilakukan para mujtalid yang tidak ditcgaskan dalam

Al-Quran dan As-Sunnah.>

' Ibid, 10.
*2 Nasr Hamid, Imam Syafi’i, 5.
¥ Himatun, ‘Pengertian Al Quran’, htip://hikmatun.wordpress.com/2007/01/03/pengcrtian-

al-qur%!:2%80%99an/, 03 Januari 2007.

M Islam2U.net, ‘Pengertian Hadits’, http:/blog.re.or.id/pengertian-hadis.htm
** Satria Effendi, M. Zcin, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2005), 125.
* Nasr Hamid, Imain Syafi’i, 5.
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Mecnurut bahasa gadai berarti tetap, kekal atau penahanan. Sedangkan
menurut istilah gadai adalah penyerahan harta benda scbagai jaminan utang,
yang kepemilikannya bisa diambil alih ketika sulit mencbusnya.’’ Gadai
menurut Ulama Syafiiyah adalah menjadikan barang yang biasa dijual sebagai
jaminan utang untuk dipenuhi harganya jika suatu saat yang berutang tidak
sanggup membayar utangnya.’®

Allah SWT berfirman, dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 :
Jualy Lo (S AT, $6 Al et ) o 1 6y 1,5 L g
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalal tidak
secara tunai untuk waktu yang telah ditentvkan, hendaklah kamu

menuliskannya dengan benar.””’

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 283:
Lo i O 5 G Vet oy e B 2557 U,

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunar)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang yang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”™

Dalam Hadis yang berbunyi

o 2. o P PR ol l, 2. s 3 :,’ . 0- k, .- :/"/ Lo - P .
G254 2 S oy gl B (o (O il A (o) Al cos U 9
L e 4 B 4R et GG

37 Wahbah Zuhaili, Al-Fighu Asy-Syati‘i. 73.

¥ Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.
» Depag RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, 70.

“ 1bid, 71.
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Artinya: “Dalam bab hadis ‘Aisyah ra, sesungguhnya Rasul membeli makanan
dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya. (HR.
Muslim)*’

Rukun dan syarat gadai ada cmpat yaitu: para pihak pelaku gadai, sighat
gadai, barang yang digadaikan dan pinjaman dalam akad gadai.*’

Rukun yang pertama yaitu pihak-pihak yang berakad disini adalah
penggadai dan penerima gadai harus memiliki syarat cakap dalam melakukan
perbuatan hukum, berakal sehat dan mampu melakukan akad.*

Rukun yang kedua yaitu masalah akad haruslah tidak bergantung kepada
syarat yang tidak diperlukan dan akad tidak dirangkaikan dengan waktu.**

Rukun ketiga yaitu barang yang digadaikan haruslah barang tersebut
boleh dijual dan nilainya scpadan dengan utang, berharga dan bolch
dimanfaatkan, jelas dan tertentu, milik sah orang yang berutang, tidak terkait

dengan hak orang lain, merupakan harta utuh dan boleh diserahkan baik

45
barangnya maupun manfaatnya.

“! Imam Muhyiddin Abi Zakariya Yahya Bin Syarif An-Nawawi, Shahih Muslim, (Mesir:
Maktabah Al-Iman), 35.

2 Wahbah Zuhaili, A/-Fighu Asy-Syati‘i, 73.

* Zainuddin, Hukum, 22.

* Syaikh ‘Abdurrahman A-Jaziri, Al-Figh ‘Ala mazahibi Al-‘Arba’ah, Terj. Chatibul Umam.
(Jombang: Darul Ulum Press, 2001), 267.

*> Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), 268,
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Sedangkan rukun yang terakhir yaitu pinjaman haruslah utang yang tetap
dan wajib dan wajib untuk ditunaikan, bersifat mengikat dan harus diketahui
nominal secara pasti.*®

Adanya surat utang piutang dan gadai ini adalah scbagai langkah kehati-
hatian bagi pemilik hak (pemberi utang), dan scbagai cara cfektif agar
pengutang tidak lupa dan scnantiasa mengingat tanggung jawabnya.

Membuat surat perjanjian (akta) utang-piutang saat safar scrta dalam
kondisi sulit tidaklah diharamkan, sebagaimana teclah diriwayatkan bahwa
Rasulullah SAW pernah mcnggadaikan baju besi miliknya saat mukim kepada
seorang Yahudi yang bernama Abu Syahm.*’

Sctiap orang yang sah mclakukan jual-beli (yaitu merdeka dan tidak
dilarang membelanjakan hartanya), maka sah pula mclakukan gadai. Sectiap
orang yang sah menggadai atau mecncrima gadai dari orang merdeka dan baligh
serta tidak terlarang membclanjakan hartanya, maka sah baginya mencrima
gadai baik melalui pertimbangan maupun tanpa pertimbangan, karena bolch
baginya menjual hartanya dan menghibahkannya dalam scgala keadaan. Jika
boleh baginya mcnghibahkan harta, tentu bolch pula baginya menggadaikan

tanpa pertimbangan.*®

263.

* Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muvamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pclajar. 2008),

* Imam Syafi’i, Mufitasar Kitab Al-Umm Fi Al-Figh, 134,
* Ibid, 146
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Serah teima barang gadaian merupakan salah satu rukun akad gadai
yang membuat gadai bersifat mengikat.*’

Semua yang dianggap scbagai scrah-terima dalam transaksi jual-beli juga
dianggap scbagai serah-terima dalam transaksi gadai. Maka, diperbolehkan
menggadaikan hewan, budak, dinar, dirham, tanah dan selain itu. Diperbolehkan
pula menggadaikan sebagian tempat tinggal, budak, pedang, mutiara dan kain,
sebagaimana semua ini diperbolehkan untuk dijual.>

Semua harta benda yang dapat diperjualbelikan dapat juga dijadikan
sebagai barang gadai untuk mewakili kewajiban penggadai kcpada pemegang
gadai dalam pemcnuhan haknya.

Kesimpulan dari kcadaan dimana gadai dianggap kcluar dari kekuasaan
penerima gadai adalah scbagai berikut: penggadai terlepas dari tanggungan
(baca: utangnya) baik dengan cara dilunasi atau dibebaskan olch penerima
gadai, atau penerima gadai menghapus haknya (piutang) yang berkaitan dengan
gadai melalui cara apapun. Pada kondisi demikian, gadai keluar dari kekuasaan
pencrima gadai dan kembali kepada pemiliknya (penggadai) sama scperti
sebelum digadaikan, atau pencrima gadai mengatakan, “Aku tclah memutuskan
transaksi gadai”, “Aku tclah membatalkannya™ atau “Aku telah membatalkan

2 51

hakku padanya”.

* Wahbah Zuhaili, A/-Fighu Asy-Syali‘i, 83.
* Imam Syali’i, Mulitasar Kitab Al-Umm Fi Al-Figh. 137.
*! Ibid. 139.
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Disini berakhirnya masa gadai atau keluar dari kckuasaan penerima gadai
jika hak pemegang gadai tclah dipenuhi atau si pencrima gadai menghapus
haknya tersebut dengan cara apapun.

Allah SWT telah mengizinkan transaksi gadai bersama utang, sementara
terjadi baik karena jual beli tidak tunai (kredit), jual beli dengan sistem salam
(sistem ijon), ataupun hal-hal lain yang menimbulkan adanya hak (piutang)
seseorang pada orang lain. Adapun gadai adalah sesuatu yang memberi jaminan
kcamanan dari yang berhak kepada orang yang berhak dengan cara yang hak,
dan diketahui bahwa di dalamnya ada sesuatu yang halal.>

Gadai pada umumnya terjadi bersamaan dengan transaksi-transaksi yang
menimbulkan hutang, yang mana scseorang berhutang kepada orang lain dengan
jaminan meninggalkan harta benda yang dapat menyakinkan pemcgang gadai
bahwa haknya akan dipenuhi olch penggadai dan sckaligus mengingatkan
penggadai agar memenuhi hak pemcgang gadai.

Syarat orang yang boleh meclakukan transaksi gadai yaitu merdeka,
baligh, tidak dilarang mecmbelanjakan hartanya.

Apabila scscorang menggadaikan scsuatu dan penerima gadai telah
mencrimanya, kemudian penggadai bermaksud menggadaikan harta gadai tadi
kepada orang lain (atau kclebihan dari gadai tadi), maka hal ini tidak

diperbolchkan. Jika ia melakukannya, maka gadai yang terakhir tidak sah, sebab

2 Ibid, 141.
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pencrima gadai pertama memiliki hak pada zat harta yang digadaikan hingga
dijual dan haknya dipenuhi.>
Jika pengadai mensyaratkan kepada pencrima gadai bahwa barangnya
bolch dijual ketika datang masa pencbusan, dan ia tidak sanggup mencbusnya,
maka penerima gadai bisa langsung menjualnya. Dalam hal ini Imam Syafi’i
tidak membolehkan persyaratan yang scpereti ini, barang gadai harus dijual olch
penggadai atau wakilnya dengan izin penerima gadai.>
Apabila seseorang menggadaikan anjing, maka ini tidak
dipcrbolehkan. Demikian pula scmua yang tidak halal diperjualbelikan, maka
tidak bolch digadaikan. Jika scseorang menggadaikan kulit bangkai yang belum
disamak, maka gadai tidak diperbolchkan meskipun sctelah transaksi kulit itu
disamak. Namun bila kulit tersebut digadaikan setclah disamak, maka gadai ini
sah, scbab bila dijual dalam kcadaan scperti itu, jual-beli dianggap sah.>
Barang yang sah digadaikan haruslah barang yang sah juga
dipcrjualbelikan, jika suatu barang sah untuk dipcrjualbelikan dan halal maka
barang tersebut halal dan sah juga untuk digadaikan.
Pcnerima gadai tidak dituntut untuk bertanggung jawab atas gadai dan
tidak pula orang yang mcnjadi pcmegang gadai, kecuali dalam hal-hal dimana

mercka diharuskan bertanggung jawab atas kcrusakan pada barang titipan dan

Y gy
/bid. 151.
™ Syaikh Al-A‘lamah Muhammad Bin *Abdurrahman Ad-Dimasqi, Rahmal Al-U'mmah Fi
Al-Tkhtilat Al-A‘immah. Terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2004). 250.
K .
= Ibid. 157.
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amanah karena adanya unsur kesengajaan. Jika penerima gadai atau orang yang
menyimpan harta gadai melakukan kecerobohan (yang menyebabkan harta gadai
rusak), maka ia diharuskan mengganti rugi kerusakan itu. Tapi bila tidak ada
unsur kesengajaan, maka gadai mencmpati posisi amanah.

Dalam hal ini Imam Syafi’i mengatakan bahwa jika terjadi kerusakan
yang disebabkan kclalaian pemegang gadai maka yang wajib mengganti
kerusakan barang gadai adalah pcmcgang gadai, jika sebaliknya kcrusakan yang
tidak disebabkan kelalaian pencrima gadai maka yang menanggung adalah

penggadai itu sendiri.

C. Fatwa MUI Tentang Gadai
1. Kedudukan MUI dalam Pemerintahan

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah
para ulama, zu’ama dan ccndckiawan muslim serta menjadi pcngayom bagi
scluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi
pcmecahan dan penjawaban bagi setiap masalah sosial keagamaan yang
scnantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta mendapat kepercayaan
penuh, baik dari masyarakat maupun pemerintah.*®

Dalam bangunan besar kctatancgaraan Indonesia, terdapat dua macam
struktur kenegaraan. Yang pertama adalah Infra Struktur (7he Sosio Political

Sphere) adalah suatu kchidupan politik yang tidak nampak dari luar namun

3 Departemen Agama RI, Zlimpunan Fatwa MUI (Jakarta: Depag, 2003), 2.
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nyata dan ada dinamikanya, karcna infra strukutur lebih berada di ruang-
ruang pcmberdayaan masyarakat, schingga actionnya hanya dapat dilihat
dengan cara mendalami masyarakat tersebut. Pada sektor ini terdapat
berbagai kekuatan dan persekutuan politik rakyat (Masyarakat). Dari sckian
banyak kekuatan politik rakyat, yang terpenting adalah: Partai Politik,
Golongan Penckan, Golongan Kepentingan, Tokoh Politik, Alat Komunikasi
Politik, dan Organisasi Non Pemerintah, termasuk didalam Organisasi Non
Pemerintah ini adalah : LSM, NGO, Ormas dsb.

Sedangkan yang kedua adalah supra struktur (7he Goverment
Political Sphere) yaitu suatu kchidupan politik pemerintahan, yang nampak
dari luar, dikatakan nampak dari luar, karcna supra struktur dalam actionnya
sangat terasa dan terlihat. Denyut kehidupan supra struktur dapat dirasakan
kasat mata olch orang awan sckalipun. Sebab supra struktur inilah yang
mengurusi langsung hajat hidup orang banyak. Pada sektor ini terdapat
lembaga-lecmbaga negara yang mempunyai peranan dalam proses kchidupan
politik (pemcrintahan). Lembaga-lembaga negara yang dimaksud adalah
lembaga ncgara yang dalam UUD 1945 diberi kekuasaan untuk menjalankan
tugas dan fungsi ncgara. Antara lain adalah MPR, DPR, Presiden, DPD, MA,
MK, KY.

Jika diamati dan di analisa maka penulis berpendapat bahwa

kedudukan MUI dalam kctatancgaraan Indoncsia scbenarnya adalah berada
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dalam clemcen infra struktur kctatanegaraan, scbab MUI adalah organisasi
alim ulama umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk
pemberdayaan masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang
ada dalam masyarakat, dan bukan mcrupakan institusi milik negara atau
merepresentasikan negara. Artinya pula, fatwa MUI bukanlah hukum negara
yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa
MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga
ncgara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infra struktur
ketatancgaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat
[slam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Artinya
sebenarnya legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus
ditaati olch seluruh umat Islam.”’
2. Pedoman Penetapan Fatwa
1. Sctiap kcputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan
Sunnah Rasul yang mu‘tabarah, serta tidak bertcntangan dengan
kemaslahatan umat.
2. Jika tidak tcrdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul secbagaimana

ditentukan dalam Pasal 2 ayat |, kcputusan fatwa hendaklah tidak

Dody Nur Andrian, ‘Kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam Kctatanegaraan
Indonesia’, hitp://dodynurandrivan.blogspot.com/2008/08/kedudukan-majelis-ulama-indonesia-
dalam.html. 13 Agustus 2008.
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bertentangan dengan fjma‘, qiyas yang mu‘tabar dan dalil-dalil hukum
yang lain, seperti istilisan, maslahah mursalah dan saz zariah.

3. Scbelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-
pendapat para Imam madzhab terdahulu, baik yang berhubungan
dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang
dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.

4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang diambil keputusan
fatwanya dipertimbangkan.”®

Fatwa sendiri pada hakikatnya tak lebih dari sebuah pendapat
dan pemikiran belaka, dari individu ulama atau institusi keulamaan,
yang bolch diikuti atau justru diabaikan sama sckali. Dalam membuat
fatwa, harus ada beberapa mctodologi yang harus dilalui, yaitu:

1. Fatwa tidak boleh taklid (mengikuti sccara buta). Seorang ahli fatwa
harus memenuhi syarat mujtahid dan syarat mujtahid dilarang
mengikuti sccara bulat mujtahidlain.

2. Fatwa tidak boleh melantur dari sikap hak asasi manusia yang diusung
dalam Islam sejak awal. Hak tcrsebut yaitu antara lain hak untuk
mecmeluk suatu agama dan mengikuti tafsir kelompok penafsir tertentu.

3. Kecbenaran fatwa bersifat rclatif schingga sclalu dimungkinkan untuk

diubah sciring dengan perubahan ruang, waktu dan tradisi

* Departemen Agama R1, Himpunan Fatwa MUI 5.
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4. Fatwa harus didahului dengan risct dan pendeskripsian yang memadai
tentang satu pokok soal termasuk mengajak berdiskusi pihak-pihak
terkait tentang apa yang akan difatwakan.>

3. Mekanisme Kerja Komisi Fatwa MUI

l. Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah terlebih
dahulu dipelajari dengan scksama oleh para anggota komisi atau tim
khusus sckurang-kurangnya scminggu scbelum disidangkan.

2. Mengenai masalah yang telah jelas masalahnya (gar ‘) hendaknya komisi
menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setclah
diketahui ada nas-nya dari Al-Quran dan As-Sunnah.

3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyyah di kalangan madzhab, maka yang
difatwakan adalah hasil rarih setelah memperhatikan Figh Mugaran
(Perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah Usal Figh Mugaran
yang berhubungan dengan pen-farjif-an.

Setelah mclakukan pembahasan secara mendalam komprehensif
serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam
sidang, komisi menctapkan keputusan fatwa.

I. Setiap keputusan fatwa harus di-tanfizkan setelah ditanda tangani oleh

Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF).

* Dody Nur Andrian, ‘Kedudukan Majelis Ulama Indoncsia dalam Kctatanegaraan

Indonesia’, http://dodynurandriyan.blogspot.com/2008/08/kedudukan-majelis-ulama-indonesia-
dalam.html. 13 Agustus 2008
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2. SKF harus dirumuskan dengan bahasa yang dapat dil;a'héa';dengan mudah
olch masyarakat luas.

3. Dalam SKF harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisa
secara ringkas, serta sumber pengambilannya.

4. Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan
rekomendasi dan/atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi
dari SKF tersebut.

Sidang komisi harus dihadiri olch para anggota komisi yang
jumlahnya dianggap cukup memadai oleh ketua komisi dengan
kemungkinan mengundang tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah
yang akan dibahas jika dipandang pcrlu.

Sidang komisi dilakukan jika ada: a) permintaan atau pertanyaan
dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan MUI dianggap perlu untuk
dibahas dan diberikan fatwanya. b) permintaan atau pertanyaan dari
pemerintah lembaga sosial kemasyarakatan itu sendiri, atau MUI sendiri.

Sidang komisi dipimpin olch ketua komisi atau wakilnya atas
persetujuan ketua komisi.*

4. Efek Fatwa MUI
MUI scendiri kemudian dalam infra struktur ada dalam kclompok

kepentingan, lcbih tcpatnya kelompok kepentingan institusional (Interest

* Departemen Agama RI, Zlimpunan Fatwa MUI, 6.
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Group Institusional). MUI bukanlah Ormas, jika kemudian ada yang
berpendapat bahwa MUI adalah Ormas (Organisasi Masyarakat), maka
menurut penulis itu adalah kesalahan besar dalam meletakkan pondasi
bernegara.

Yang dimaksud dengan Golongan Kepentingan adalah sekelompok
manusia yang bersatu dan mcngadakan persckutuan karena adanya
kepentingan-kepentingan tertentu, baik itu merupakan kepentingan umum
atau masyarakat luas, maupun kepentingan untuk kelompok tertentu saja.
Golongan Kepentingan ini dapat dibedakan kedalam bentuk-bentuk scbagai
berikut: /nterest Group Assosiasi, yakni suatu golongan kepentingan yang
didirikan secara khusus untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan
tertentu, namun masih mencakup beberapa bidang yang luas. Pendek kata
issuc yang digunakan sebagai visi dan misi pendirian golongan ini, masih
terlalu luas. Yang termasuk dalam golongan kepentingan misalnya:
Organisasi Masyarakat (ORMAS). [nterest Group Institusional, yakni pada
umumnya terdiri atas berbagai kelompok manusia yang berasal dari lcmbaga
yang ada. Tujuan yang hendak dicapai adalah memperjuangkan kepentingan-
kcpentingan kelompok atau scbagian masyarakat yang mecnjadi anggota.
Contohnya adalah kelompok-kelompok profesi, misalnya: MUI, IKADIN,
IDI, IKAHI, dll. /nterest Group Assosiasi, Golongan kepentingan semacam

ini tidak didirikan sccara khusus. Kcgiatannya tidak dijalankan sccara teratur
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dan berkesinambungan. Aktivitasnya hanya terlihat keluar bila kepentingan
masyarakat memerlukan dan dalam keadaan mendesak. Yang termasuk dalam
kclompok ini adalah: masyarakat setempat tinggal, masyarakat seketurunan
(trah), masyarakat seasal pendidikan, masyarakat paguyuban (Gemeinschaft),
masyarakat patembayan (Gesellschaft). Interest Group Anomik, yaitu suatu
golongan kepentingan yang bersifat mendadak atau spontan dan tidak
bernama. Aksi-aksinya berupa aksi demonstrasi, aksi-aksi bersama. Apabila
kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak terkendali dapat menimbulkan
keresahan, kerusuhan dan keonaran yang dapat mengakibatkan terganggunya
kecamanan dan ketertiban serta mengganggu stabilitas politik nasional.
Pcmahaman tentang kedudukan MUI dalam ketatanegaraan ini
sangat penting, mengingat bahwa apa yang terjadi dengan Ahmadiyah dan
para pengikutnya belakangan ini lebih kurang disebabkan juga dengan fatwa
yang dikeluarkan oleh MUI. Padahal sebagaimana dijelaskan diatas, mclihat
bahwa posisi MUI adalah berada dalam ranah Infra Struktur dan merupakan
interest group (kelompok kepentingan), lebih tepatnya adalah interest group
institusional, yang tujuan yang hendak dicapai adalah mcmperjuangkan
kcpentingan-kepentingan kelompok atau scbagian masyarakat yang menjadi
anggota, maka menjadi jclas bahwa fatwa MUI bukanlah hukum negara yang
harus ditaati oleh masyarakat, dan bukan hukum positif yang mempunyai

sanksi tegas dan mempunyai cfek hukum, scperti hukum negara. Lebih tepat
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lagi, negara tidak harus dan perlu mengakomodir fatwa MUI dalam hukum
positif, karcna sckali lagi bahwa hukum nasional kita adalah suatu hukum
yang harus mclindungi seluruh aspck kehidupan berbangsa dan bernegara,
dan seluruh warga masyarakatnya.

Negara Kesatuan Republik Indoncsia bukanlah Negara yang
didirikan dengan dasar Negara Agama. Negara Kesatuan Republik Indoncsia
adalah Negara yang berdiri untuk melindungi scluruh masyarakat yang terdiri
dari semua suku, ras, golongan, agama dll. Dengan kata lain, apa yang
discpakati sebagai Bhincka Tunggal Ika, oleh founding statc harus
dipertahankan jika ingin mempertahankan ecksistensi Negara Kesatuan
Republik Indoncsia. (Cilacap, 14 Agustus 2008).*'

Dalam hal penetapan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor:
25/DSN-MUV/I11/2002 mengenai rahn tidaklah harus dipatuhi dan ditaati oleh
masyarakat luas dan bukan merupakan hukum positif yang mcmiliki saksi
tegas dan memiliki efek hukum seperti hukum negara. Akan tetapi fatwa
MUI harus di laksanakan oleh orang-orang yang berhubungan langsung
dengan MUI, dalam artian fatwa-fatwa yang dikeluarkan olch MUI tidak
harus serta-merta ditaati dan dijalankan olch masyarakat luas scperti halnya

hukum positif.

' Dody Nur Andrian. ‘Kedudukan Majclis Ulama Indoncsia’



BAB 111
PRAKTEK GADAI MOTOR PADA MASYARAKAT
KECAMATAN GUNUNG ANYAR SURABAYA

A. Letak wilayah Kecamatan Gunung Anyar
Kecamatan Gunung Anyar merupakan salah satu Kecamatan yang berada
di kawasan wilayah Surabaya Timur bersama dengan Kecamatan-Kecamatan lain
seperti Kecamatan Gubeng, Kecamatan Rungkut, Kecamatan, Kecamatan
Tenggilis Mejoyo. Kecamatan Gunung Anyar sendiri terdiri dari beberapa
Kelurahan yaitu: Kelurahan Rungkut Tengah, Kelurahan Rungkut Barata,

Kelurahan Gunung Anyar dan Kelurahan Gunung Anyar Tambak.

B. Praktek Gadai Motor

Pelaksanaan gadai pada masyarakat Kecamatan Gunung Anyar pada
umumnya dilakukan antar individu satu dengan individu lain yang mana mereka
berdua memiliki kepentingan satu dengan lainnya, yang satu membutuhkan uang
untuk berbagai macam keperluannya dan yang lain menampung barang gadai
dengan timbal balik meminjamkan sejumlah uang dan barang gadai dapat ia pakai
untuk keperluan pemegang gadai sendiri.

Tata cara yang digunakan para masyarakat pada umumnya dengan cara yang
mudah dan sederhana dcngan mekanisme sebagai berikut: seseorang yang
membutuhkan uang pinjaman (rahin) datang kepada pemilik uang yaitu pemegang

gadai (murtahin) dengan membawa barang jaminan yang berupa motor untuk
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menyakinkan kepada pemegang gadai bahwa ia akan mengembalikan utang yang
dipinjamnya pasti akan dikembalikannya, kemudian motor yang dibawa oleh rahin
ditaksir harga oleh murtahin dengan perbandingan uang pinjaman tidak lebih
tinggi dari harga taksiran motor yang akan digadaikan tersebut. Motor yang
digadaikan rata-rata motor yang masih dalam proses pembayaran atau motor kredit
yang mana masih terdapat resiko diambil oleh penagih jika rahin tidak membayar
cicilan motor yang digadaikannya. Setelah ditaksir harga motor dan disepakati
besar pinjaman maka akad hanya diucapkan secara lisan tanpa ada perjanjian
tertulis mengenai besar pinjaman dan masa jatuh tempo pengembalian utang rahin
kepada murtahin. Setelah sepakat besar pinjaman maka murtahin tidak secara utuh
memberikan dengan nominal yang telah disepakati, akan tetapi dipotong untuk
biaya pemeliharaan motor yang dipegang murtahin dengan pedoman dari besar
pinjaman yang diberikan, dengan perbandingan setiap pinjaman Rp. 1.000.000
dipotong untuk biaya pemeliharaan sebesar Rp. 100.000 bisa dikatakan besar
penarikan biaya pemeliharaan motor dari rahin kepada murtahin sebesar 10% dari
besar pinjaman yang diterima oleh rahin. Jika masa perjanjian gadai telah berakhir
maka rahin harus mengembalikan pinjaman tersebut secara penuh tanpa potongan,
dikarenakan biaya pemeliharaan barang gadai adalah tanggungan rahin. Dan jika
terjadi keterlambatan maka murtahin mengenakan denda kepada rahin sebesar 5%
dari besar pinjaman dikalikan

Untuk mendapatkan informasi mengenai gadai motor pada masyarakat di

Kecamatan Gunung Anyar, disini penulis melakukan tanya jawab secara langsung
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tatap muka dengan nara sumber untuk mendapatkan bagaimana tata cara
pelaksanaan gadai motor pada masyarakat Kecamatan Gunung Anyar dengan
berpedoman dengan wawancara atau interview adalah teknis dalam upaya
menghimpun data yang akurat tentang keperluan melaksanakan proses pemecahan
masalah tertentu yang sesuai data. dalam penggunaan teknik wawancara terhadap
masyarakat Kecamatan Gunung Anyar Surabaya yang melakukan praktek gadai
sebagai teknik pengumpulan data, data yang diperoleh peneliti dengan cara Tanya
jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara peneliti dan seorang atau

- . . . 2
beberapa orang interviewer (yang diwawancarai).®®

Dalam hal ini peneliti

mewawancarai para penggadai antara lain:

1. Nama: Muslich, umur: 47 tahun, suku: Jawa, agama: Islam, pendidikan: SMA,
pekerjaan: Wiraswasta

Faktor yang mendorong menggadaikan motornya dikarenakan

membutuhkan uang untuk membiayai anak sekolah, sebab menggadaikan
kepada perseorangan daripada lembaga pegadaian dikarenakan lebih mudah
dan cepat tanpa syarat-syarat yang ribet, keuntungan dan kerugian
menggadaikan kepada perseorangan yaitu dalam keadaan mepet untuk
mendapatkan utang cara ini lebih mudah akan tetapi dengan kerugian motor
dipakai sama pemegang gadai berbeda dengan lembaga pegadaian.

2. Nama: Ali, umur: 40 tahun, suku: Jawa, agama: Islam, pendidikan: SMA,

pekerjaan: Wiraswasta

2 Wardi bachtiar, Metodologi Penelitian Dakwah, (Jakana : logos. 1997). 72.
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Faktor yang mendorong menggadaikan motornya dikarenakan
membutuhkan uang untuk membiayai anak sekolah, sebab menggadaikan
kepada perseorangan daripada lembaga pegadaian dikarenakan lebih mudah
dan cepat tanpa syarat-syarat yang ribet, keuntungan dan kerugian
menggadaikan kepada perseorangan yaitu dalam keadaan mepet untuk
mendapatkan utang cara ini lebih mudah akan tetapi dengan kerugian motor
dipakai sama pemegang gadai berbeda dengan lembaga pegadaian.

Nama: Rodhi, umur: 35 tahun, suku: Jawa, agama: Islam, pendidikan: Sarjana,
pekerjaan: Wiraswasta

Faktor yang mendorong menggadaikan motormmya dikarenakan
membutuhkan uang untuk membiayai usaha bengkel, sebab menggadaikan
kepada perseorangan daripada lembaga pegadaian dikarenakan lebih mudah
dan cepat tanpa syarat-syarat yang ribet, keuntungan dan kerugian
menggadaikan kepada perseorangan yaitu dalam keadaan mepet untuk
mendapatkan utang cara ini lebih mudah akan tetapi dengan kerugian motor
dipakai sama pemegang gadai berbeda dengan lembaga pegadaian.

Nama: Saiful, umur: 33 tahun, suku: Jawa, agama: Islam, pendidikan: SMA,
pekerjaan: Serabutan

Faktor yang mendorong menggadaikan motornya dikarenakan
membutuhkan uang untuk makan sehari-hari, sebab menggadaikan kepada
perseorangan daripada lembaga pegadaian dikarenakan lebih mudah dan cepat

tanpa syarat-syarat yang ribet, keuntungan dan kerugian menggadaikan
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kepada perseorangan yaitu dalam keadaan mepet untuk mendapatkan utang
cara ini lebih mudah akan tetapi dengan kerugian motor dipakai sama
pemegang gadai berbeda dengan lembaga pegadaian dikarenakan tidak adanya
BPKB pada motor kreditan.
Nama: Burhan, umur: 36 tahun, suku: Jawa, agama: Islam, pendidikan: SMA,
pekerjaan: Serabutan

Faktor yang mendorong menggadaikan motomya dikarenakan
membutuhkan uang untuk menyambung hidup, sebab menggadaikan kepada
perseorangan daripada lembaga pegadaian dikarenakan lebih mudah dan cepat
tanpa syarat-syarat yang ribet, keuntungan dan kerugian menggadaikan
kepada perseorangan yaitu dalam keadaan mepet untuk mendapatkan utang
cara ini lebih mudah akan tetapi dengan kerugian motor dipakai sama
pemegang gadai berbeda dengan lembaga pegadaian.
Nama: Nizar, umur: 28 tahun, suku: Jawa, agama: Islam, pendidikan: SMA,
pekerjaan: Serabutan

Faktor yang mendorong menggadaikan motomya dikarenakan
membutuhkan uang untuk membiayai usaha bengkel, sebab menggadaikan
kepada perseorangan daripada lembaga pegadaian dikarenakan lebih mudah
dan cepat tanpa syarat-syarat yang ribet, keuntungan dan kerugian
menggadaikan kepada perseorangan yaitu dalam keadaan mepet untuk
mendapatkan utang cara ini lebih mudah akan tetapi dengan kerugian motor

dipakai sama pemegang gadai berbeda dengan lembaga pegadaian.
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Nama: Umar, umur: 41 tahun, suku: Jawa, agama: Islam, pendidikan: SMA,
pekerjaan: Wiraswasta

Faktor yang mendorong menggadaikan motornya dikarenakan
membutuhkan uang untuk membiayai usaha kardus kue tart, sebab
menggadaikan kepada perseorangan daripada lembaga pegadaian dikarenakan
lebih mudah dan cepat tanpa syarat-syarat yang ribet, keuntungan dan
kerugian menggadaikan kepada perseorangan yaitu dalam keadaan mepet
untuk mendapatkan utang cara ini lebih mudah akan tetapi dengan kerugian
motor dipakai sama pemegang gadai berbeda dengan lembaga pegadaian.
Nama: Agus, umur: 42 tahun, suku: Jawa, agama: Islam, pendidikan: SMA,
pekerjaan: Sopir

Faktor yang mendorong menggadaikan motornya dikarenakan
membutuhkan uang untuk biaya sekolah anak, sebab menggadaikan kepada
perseorangan daripada lembaga pegadaian dikarenakan lebih mudah dan cepat
tanpa syarat-syarat yang ribet, keuntungan dan kerugian menggadaikan
kepada perseorangan yaitu dalam keadaan mepet untuk mendapatkan utang
cara ini lebih mudah akan tetapi dengan kerugian motor dipakai sama
pemegang gadai berbeda dengan lembaga pegadaian.
Nama: Satria, umur: 26 tahun, suku: Jawa, agama: Islam, pendidikan: STM,
pekerjaan: Pegawai Swasta

Faktor yang mendorong menggadaikan motornya dikarenakan

membutuhkan uang untuk keperluan mendesak, sebab menggadaikan kepada
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perseorangan daripada lembaga pegadaian dikarenakan lebih mudah dan cepat
tanpa syarat-syarat yang ribet, keuntungan dan kerugian menggadaikan
kepada perseorangan yaitu dalam keadaan mepet untuk mendapatkan utang
cara ini lebih mudah akan tetapi dengan kerugian motor dipakai sama
pemegang gadai berbeda dengan lembaga pegadaian.
Nama: Nuri, umur: 27 tahun, suku: Jawa, agama: Islam, pendidikan: Sarjana,
pekerjaan: Belum bekerja

Faktor yang mendorong menggadaikan motommya dikarenakan
membutuhkan uang untuk keperluan, sebab menggadaikan kepada
perseorangan daripada lembaga pegadaian dikarenakan lebih mudah dan cepat
tanpa syarat-syarat yang ribet, keuntungan dan kerugian menggadaikan
kepada perseorangan yaitu dalam keadaan mepet untuk mendapatkan utang
cara ini lebih mudah akan tetapi dengan kerugian motor dipakai sama
pemegang gadai berbeda dengan lembaga pegadaian.
Sedangkan penerima gadai antara lain:
Nama: Mansur, umur: 42 tahun, suku: Jawa, agama: Islam, pendidikan: SMA,
pekerjaan: Swasta

Faktor yang mendorong untuk menerima gadat dikarenakan membantu
orang yang membutuhkan uang. Keuntungan dan kerugian menerima gadai
dari perorangan yaitu dapat menggunakan motor tanpa harus membeli secara
tunai maupun kredit serta mendapatkan tambahan dari jumlah uang yang

dipinjamkan kepada penggadai sedangkan kerugian yaitu motor yang
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digadaikan kebanyakan motor kreditan dan masih dalam masa pembayaran
kepada pihak-pihak yang terkait, jadi ketika rahin atau pemilik motor telat
membayar, maka motor tidak dapat dipakai dan harus disembunyikan.
Nama: Shobir, umur: 40 tahun, suku: Jawa, agama: Islam, pendidikan: SMA,
pekerjaan: Swasta

Faktor yang mendorong untuk menerima gadai dikarenakan membantu
orang yang membutuhkan uvang. Keuntungan dan kerugian menerima gadai
dari perorangan yaitu dapat menggunakan motor tanpa harus membeli secara
tunai maupun kredit serta mendapatkan tambahan dari jumlah uang yang
dipinjamkan kepada penggadai sedangkan kerugian yaitu motor yang
digadaikan kebanyakan motor kreditan dan masih dalam masa pembayaran
kepada pihak-pihak yang terkait, jadi ketika r‘ahin atau pemilik motor telat
membayar, maka motor tidak dapat dipakai dan harus disembunyikan.
Nama: Wahab, umur: 39 tahun, suku: Jawa, agama: Islam, pendidikan: SMA,
pekerjaan: Swasta

Faktor yang mendorong untuk menerima gadai dikarenakan membantu
orang yang membutuhkan uang. Keuntungan dan kerugian menerima gadai
dari perorangan yaitu dapat menggunakan motor tanpa harus membeli secara
tunai maupun kredit serta mendapatkan tambahan dari jumlah uang yang
dipinjamkan kepada penggadai sedangkan kerugian yaitu motor yang

digadaikan kebanyakan motor kreditan dan masih dalam masa pembayaran
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kepada pihak-pihak yang terkait, jadi ketika rahin atau pemilik motor telat

membayar, maka motor tidak dapat dipakai dan harus disembunyikan.



BAB IV
GADAI MOTOR PADA MASYARAKAT KECAMATAN GUNUNG
ANYAR SURABAYA DILIHAT DARI PENDAPAT IMAM SYAFI’]

DAN FATWA MUI

A. Dilihat dari Pendapat Imam Syafi’i

Oleh karena penerima gadai tidak dapat memiliki dzat (materi) harta
yang digadaikan sebagaimana halnya jual beli, dan tidak pula dapat memiliki
manfaat scbagaimana halnya sewa-menyewa, maka tidaklah dinamakan gadai
kecuali menurut apa yang diperbolehkan Allah SWT, yaitu harus
diserahterimakan. Jika tidak diserahterimakan, maka penggadai dapat melarang
penerima gadai untuk mengambil alih harta yang digadaikan.*®

Dari perkataan Imam Syafi’i di atas maka dalam gadai barang yang
digadaikan oleh penggadai harus diserahterimakan kepada pemegang gadai, dan
si pemegang gadai tidak pula memiliki dzat barang gadai sebagaimana dalam
jual beli dan juga manfaat barang tersebut akan tetapi hanya mengambil alih
penguasaan sementara harta tersebut. Pada prakteknya masyarakat Kecamatan
Gunung Anyar disini memang barang gadai diserahterimakan dari penggadai

kepada penerima gadai yang berupa motor, akan tetapi barang gadai menjadi

 Imam Syali’i, Multasar Kitab Al-Umm F7 Al-Figh, 134.
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milik sementara pemegang gadai dan pemegang gadai dapat memanfaatkan
motor tersebut untuk keperluannya.

Apabila harta yang digadaikan telah diserahterimakan satu kali, maka hal
itu telah sempurna dan penerima gadai lebih berhak terhadapnya daripada para
pemilik utang.

Tidak boleh bagi penggadai mengeluarkan harta itu dari status gadai
hingga ia melunasi apa yang menjadi tanggungannya (utangnya).

Serah teima barang gadaian merupakan salah satu rukun akad gadai yang
membuat gadai bersifat mengikat.**

Dari pernyataan Imam Syafi’] diatas bahwa harta gadai tidak boleh
dikeluarkan dari status gadai oleh si penggadai sampai ia menunaikan
kewajibannya kepada si pemegang gadai dengan memenuhi hak si penggadai,
dan harta yang dijadikan barang gadai tersebut harus diserahterimakan dengan
diambil langsung oleh si pemegang gadai atau orang yang ditunjuk langsung oleh
penerima gadai untuk mewakilinya baik dzatnya langsung maupun sesuatu yang
mewakili harta yang akan digadaikan tersebut. Pada prakteknya mayarakat
Kecamatan Gunung Anyar motor yang telah digadaikan tidak dikeluarkan oleh
penggadai dari status gadai sampai ia membayar lunas hutangnya kepada
pemegang gadai.

Semua yang dianggap sebagai serah-terima dalam transaksi jual-beli juga

dianggap sebagai serah-terima dalam transaksi gadai. Maka, diperbolehkan

“ Wahbah Zuhaili, Al-Fighu Asv-Svafi‘i, 83.
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Semua yang dianggap scbagai scrah-terima dalam transaksi jual-beli juga
dianggap scbagai serah-terima dalam transaksi gadai. Maka, diperbolchkan
menggadaikan hewan, budak, dinar, dirham, tanah dan selain itu. Diperbolehkan
pula menggadaikan sebagian tempat tinggal, budak, pedang, mutiara dan kain,
scbagaimana semua ini diperbolchkan untuk dijual.®®

Semua harta benda yang dapat diperjualbelikan dapat juga dijadikan
sebagai barang gadai untuk mewakili kewajiban penggadai kepada pemegang
gadai dalam pemcnuhan haknya. Disini barang yang dijadikan barang gadai
yaitu motor, yang mana motor juga dipcrbolehkan dalam jual beli.

Kesimpulan dari keadaan dimana gadai dianggap kcluar dari kekuasaan
penerima gadai adalah scbagai berikut: penggadai terlepas dari tanggungan
(baca: utangnya) baik dengan cara dilunasi atau dibebaskan oleh penerima
gadai, atau pencrima gadai menghapus haknya (piutang) yang berkaitan dengan
gadai melalui cara apapun. Pada kondisi demikian, gadai kcluar dari kekuasaan
pencrima gadai dan kembali kepada pemiliknya (penggadai) sama scperti
sebelum digadaikan, atau pencrima gadai mengatakan, “Aku telah memutuskan
transaksi gadai”, “Aku telah membatalkannya” atau “Aku telah membatalkan
hakku padanya”.®®

Disini berakhirnya masa gadai atau keluar dari kekuasaan penerima gadai

jika hak pcmegang gadai telah dipenuhi atau si penerima gadai menghapus

“ Imam Syali’i, Mulitasar Kitab Al-Uinin Fi Al-Figh. 137.
“ Ibid, 139.
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pengambilan motor dilakukan jika penggadai telah memiliki uang untuk
membayar utang yang telah dipinjamnya.

Allah SWT telah mengizinkan transaksi gadai bersama utang, sementara
terjadi baik karena jual beli tidak tunai (kredit), jual beli dengan sistem salam
(sistem ijon), ataupun hal-hal lain yang menimbulkan adanya hak (piutang)
seseorang pada orang lain. Adapun gadai adalah sesuatu yang memberi jaminan
keamanan dari yang berhak kepada orang yang berhak dengan cara yang hak, dan
diketahui bahwa di dalamnya ada sesuatu yang halal.®’

Gadai pada umumnya terjadi bersamaan dengan transaksi-transaksi yang
menimbulkan hutang, yang mana seseorang berhutang kepada orang lain dengan
jaminan meninggalkan harta benda yang dapat menyakinkan pemegang gadai
bahwa haknya akan dipenuhi oleh penggadai dan sekaligus mengingatkan
penggadai agar memenuhi hak pemegang gadai. Disini gadai yang dilakukan
masyarakat dikarenakan penggadai memerlukan uang dengan cara utang dengan
menjaminkan hartanya yang berupa motor kepada yang meminjamkan uang
tersebut.

Apabila seseorang terdapat tempat tinggal, budak atau barang, lalu ia
berkata “Si fulan telah menggadaikannya kepadaku karena hakku yang ada
padanya”, namun orang yang dimaksud berkata “Aku tidak menggadaikannya
kepadamu, tapi aku hanya menitipkannya”, atau “Aku mewakilkannya kepadamu

untuk menggurusnya”, atau “Engkau telah merampasnya dariku”, maka yang

7 Ibid, 141,
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dijadikan pedoman adalah perkataan pemilik tempat tinggal, barang atau budak
tersebut, sebab orang yang sedang menguasai harta-harta tersebut mengaku
bahwa semua itu adalah milik orang lain. Hanya saja ia mengklaim memiliki hak
atasnya, maka klaimnya ini tidak menetapkan haknya pada harta-harta itu kecuali
berdasarkan bukti.*®

Dari perkataan Imam Syafi’i diatas dijelaskan bahwa meskipun si
penerima gadai bersikeras mengatakan bahwa barang yang ada padanya saat itu
adalah barang gadai, akan tetapi si pemilik barang gadai (penggadai) mengelak
akan pernyataan si penerima gadai, maka yang dijadikan pedoman adalah
perkataan si pemilik barang (penggadai) selama tidak ada bukti yang menyatakan
bahwa diantara keduanya ada transaksi gadai. Transaksi gadai pada masyarakat
Kecamatan Gunung Anyar disini terjadi tanpa adanya perjanjian diantara
keduanya, dalam hal ini perjanjian yang bersifat fisik dan tertulis maupun saksi
akan transaksi gadai mereka, dari bentuk transaksi ini maka yang rentan akan
dirugikan adalah pemegang gadai karena yang dijadikan pedoman jika ada
kecurangan dan perselisihan diantara keduanya adalah perkataan penggadai.

Setiap orang yang sah melakukan jual-beli (yaitu merdeka dan tidak
dilarang membelanjakan hartanya), maka sah pula melakukan gadai. Setiap orang
yang sah menggadai atau menerima gadai dari orang merdeka dan baligh serta
tidak terlarang membelanjakan hartanya, maka sah baginya menerima gadai baik

melalui pertimbangan maupun tanpa pertimbangan, karena boleh baginya

8 Ibid, 143.
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menjual hartanya dan menghibahkannya dalam segala keadaan. Jika boleh
baginya menghibahkan harta, tentu boleh pula baginya menggadaikan tanpa
pertimbangan.®’

Syarat orang yang boleh melakukan transaksi gadai yaitu merdeka,
baligh, tidak dilarang membelanjakan hartanya dalam artian milik penuh. Dalam
hal ini praktek gadai yang dilakukan masyarakat Kecamatan Gunung Anyar
menggunakan motor kreditan, yang mana pada motor kredit pemilik tidak dapat
menjual motornya secara legal tanpa BPKB yang masih dipegang oleh pihak
leasing.

Penerima gadai tidak dituntut untuk bertanggung jawab atas gadai dan
tidak pula orang yang menjadi pemegang gadai, kecuali dalam hal-hal dimana
mereka diharuskan bertanggung jawab atas kerusakan pada barang titipan dan
amanah karena adanya unsur kesengajaan. Jika penerima gadai atau orang yang
menyimpan harta gadai melakukan kecerobohan (yang menyebabkan harta gadai
rusak), maka ia diharuskan mengganti rugi kerusakan itu. Tapi bila tidak ada
unsur kesengajaan, maka gadai menempati posisi amanah.

Gadai ada dua macam: Pertama, gadai pada pokok hak (piutang) dan hak
itu tidak mengikat kecuali memenuhi syaratnya. Misalnya, seseorang menjual
sesuatu kepada orang lain dengan syarat si pembeli menggadaikan kepadanya
sesuatu yang mereka sepakati. Jika hal ini terjadi sementara pada harta yang

digadaikan terdapat cacat, baik pada badan maupun perbuatannya, dan cacat ini

% Ibid. 146.
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dapat mengurangi harganya, namun penerima gadai telah mengetahui cacat
tersebut sebclum melakukan transaksi gadai, maka tidak ada hak bagi penerima
gadai untuk membatalkan transaksi. Bahkan, gadai dan jual-beli tersebut telah
sah.

Dalam hal ini Imam Syafi’i mengatakan bahwa jika terjadi kerusakan
yang disebabkan kelalaian pemegang gadai maka yang wajib mengganti
kerusakan barang gadai adalah pemegang gadai, jika sebaliknya kerusakan yang
tidak disebabkan kelalaian penerima gadai maka yang menanggung adalah
penerima gadai itu sendiri. Jika penerima gadai mengetahui cacat tersebut setelah
transaksi jual-beli, maka ia berhak memilih antara membatalkan jual-beli atau
meneruskannya serta menerima gadai beserta kekurangan yang ada padanya.
Pada poin ini praktek gadai yang dilakukan masyarakat Kecamatan Gunung
Anyar pada umumnya penggadai dan penerima gadai mengetahui cacat pada
motor yang digadaikan jika ada cacat pada motor dan mereka saling rela dalam
transaksi tersebut, akan tetapi jika cacat pada motor yang digadaikan bertambah
maka yang menanggung adalah penggadai itu sendiri meskipun cacat disebabkan
oleh pemegang gadai, dan sudah ditarik biaya perawatan dan pemeliharaaan
motor pada saat pertama kali transaksi gadai dilaksanakan. Dalam hal ini
penggadai sering merasa dirugikan oleh pemegang gadai atas kelalaiannya yang
menyebabkan cacat pada motor yang digadaikan kepada pemegang gadai.

Apabila terjadi perbedaan antara penggadai dan penerima gadai tentang

cacat. Misalnya, penggadai berkata “Aku menggadaikan harta ini kepadamu
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dalam transaksi tersebut, akan tetapi jika cacat pada motor yang digadaikan
bertambah maka yang menanggung adalah penggadai itu sendiri meskipun cacat
disebabkan olch pemegang gadai, dan sudah ditarik biaya perawatan dan
pemeliharaaan motor pada saat pertama kali transaksi gadai dilaksanakan.
Dalam hal ini penggadai sering merasa dirugikan oleh pcmegang gadai atas
kelalaiannya yang menyebabkan cacat pada motor yang digadaikan kepada
pemegang gadai.

Apabila terjadi perbedaan antara penggadai dan penerima gadai tentang
cacat. Misalnya, pcnggadai berkata “Aku menggadaikan harta ini kepadamu
tanpa cacat, sementara penerima gadai berkata “Tidaklah engkau menggadaikan
kepadaku melainkan harta itu telah memiliki cacat”, maka perkataan yang
dijadikan pcdoman adalah perkataan penggadai beserta sumpahnya selama cacat
itu memiliki kemungkinan terjadi saat harta berada dalam kekuasaan penerima
gadai. Adapun penerima gadai diharuskan membuktikan dakwaannya dan
apabila ia mampu membuktikan, maka boleh baginya mcmilih antara
mencruskan gadai atau membatalkannya.”

Apabila seseorang menggadaikan scsuatu dan penerima gadai telah
mencrimanya, kemudian penggadai bermaksud menggadaikan harta gadai tadi
kepada orang lain (atau kelcbihan dari gadai tadi), maka hal ini tidak

dipcrbolehkan. Jika ia melakukannya, maka gadai yang terakhir tidak sah, sebab

™ Ibid, 148,
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pencrima gadai pertama memiliki hak pada dzat harta yang digadaikan hingga
dijual dan haknya dipenuhi.”"

Jika pengadai mensyaratkan kepada pcnerima gadai bahwa barangnya
bolch dijual ketika datang masa penebusan, dan ia tidak sanggup menebusnya,
maka penerima gadai bisa langsung menjualnya. Dalam hal ini Imam Syafi’i
tidak membolehkan persyaratan yang sepereti ini, barang gadai harus dijual oleh
penggadai atau wakilnya dengan izin penerima gadai.”

Diatas dijelaskan bahwasannya tidak dibolehkannya adanya persyaratan
seperti yang telah disebutkan.

Apabila seseorang menggadaikan anjing, maka ini tidak diperbolehkan.
Demikian pula scmua yang tidak halal diperjualbelikan, maka tidak boleh
digadaikan. Jika seseorang menggadaikan kulit bangkai yang belum disamak,
maka gadai tidak diperbolehkan meskipun setelah transaksi kulit itu disamak.
Namun bila kulit tersebut digadaikan sctelah disamak, maka gadai ini sah, sebab
bila dijual dalam keadaan seperti itu, jual-beli dianggap sah.”

Barang yang sah digadaikan haruslah barang yang sah juga
diperjualbelikan, jika suatu barang sah untuk diperjualbelikan dan halal maka

barang terscbut halal dan sah juga untuk digadaikan. Pada gadai motor yang

" Ibid, 151.

72 Syaikh Al-A‘lamah Muhammad Bin *Abdurrahman Ad-Dimasqi, Rahmalt Al-U‘mmal Fi
Al-Tkhtilal Al-A ‘immal. Tery. ‘Abdullah Zaki Alkat. (Bandung: Hasyimi, 2004). 250.

™ Imam Syali’i, Mufitasar Kitab Al-Umm Fi Al-Figh, 157.



59

Dari perkataan Imam Syafi’i diatas menjelaskan bahwa harta gadai yang
adalah hak dari penggadai dan tidak ada hak bagi penerima gadai. Begitupula
sesuatu yang dihasilkan dari barang gadai tersebut tidak ada hak bagi penerima
gadai atasnya. Dalam praktek gadai motor pada masyarakat Kecamatan Gunung
Anyar pemegang gadai menggunakan motor untuk kegiatannya sehari-hari dan
dapat menghasitkan uang yang mana uang tersebut untuk dirinya sendiri bukan

untuk penggadai.

B. Dilihat dari Fatwa MUI
Fatwa tentang Rahn
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, Nomor: 25/DSN-MU1/111/2002
Pertama : Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai
jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan
ketentuan sebagai berikut.
Kedua : Ketentuan Umum
1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk
menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin

(yang menyerahkann barang) dilunasi.

1884

Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin.
Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh
Murtahin  kecuali seizing Rahin, dengan tidak

mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu



Ketiga
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sekedar  penggantt  biaya  pemeliharaan  dan

perawatannya.

Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya

menjadi kewajiban Rahin, namun dapat juga dilakukan

Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan

penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.

Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun

tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Penjualan Marhun

a) Apabila  jatuh  tempo,  Murtahin harus
memperingatkan Rahin untuk segera melunasi
utangnya.

b) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya,
maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melaui lelang
sesuai syari’ah.

c) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi
utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang
belum dibayar serta biaya penjualan.

d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan

kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

: Ketentuan Penutup
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1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya
atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah
pihak, maka penyelesaiaannya dilakukan melalui
Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa imi berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan
sebagaimana mestinya.

Dalam fatwa MUI di atas disebutkan pada ketentuan umum poin
pertama bahwa penerima gadai berhak menahan barang gadai sampai utang
terbayar/dilunasi. Dalam praktek gadai motor pada masyarakat Kecamatan
Gunung Anyar motor yang menjadi barang jaminan gadai dipegang dan ditahan
oleh pemegang gadai sampai gadai tersebut berakhir atau sampai utang
penggadai telah terlunasi.

Pada poin kedua disebutkan bahwa barang gadai dan manfaatnya tetap
menjadi milik penggadai dan pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang
gadai kecuali dengan seizing penggadai dan tanpa mengurangi nilai barang gadai
dan pemanfaatannya hanya sekedar pengganti biaya perawatan dan pemeliharaan
barang gadai. Dalam poin ini tidak berlaku dalam gadai yang dipraktekan
masyarakat Kecamatan Gunung Anyar yang mana para pemegang gadai

memiliki hak penuh untuk memanfaatkan barang gadai yang berupa motor
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dengan berlebihan dan tanpa ada biaya yang dikeluarkan oleh pemegang gadai
dari hasil pemanfaatan barang gadai tersebut meskipun dengan seizin penggadai.

Pada poin ketiga disebutkan pemeliharaan dan penyimpanan barang
gadai menjadi kewajiban penggadai, akan tetapi dapat dilakukan juga oleh
pemegang gadai akan tetapi biaya tetap ditanggung oleh penggadai. Pada poin ini
penggadai motor menanggung biaya motor dengan potongan yang. telah
dilakukan pemegang gadai atas utang yang diserahkan saat akad gadai dilakukan.

Pada poin keempat disebutkan besar biaya pemerliharaan barang gadai
tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dalam hal ini yang
dilakukan msayarakat Kecamatan Gunung Anyar para pemegang gadai menarik
biaya perawatan motor sebagai jaminan gadai sesuai dengan besar utang yang
diberikan kepada penggadai dengan perbandingan setiap Rp. 1.000.000:Rp.
100.000 juga bisa dikatakan 10% dari besar pinjaman.

Pada poin kelima mengenai penjualan barang gadai terdapat empat sub
poin yang berisi mengenai memperingatkan penggadai jika sudah jatuh tempo,
barang gadai akan dijual melalui lelang syari’ah jika penggadai tidak dapat
melunasi utangnya, hasil penjualan barang gadai dipergunakan untuk melunasi
utang serta biaya pemeliharaaan yang berlum dibayar serta biaya penjualan,
kelebihan dan kekurangan hasil dari penjualan menjadi hak dan kewajiban
penggadai. Dalam poin kelima dengan empat sub poin ini masyarakat Kecamatan
Gunung Anyar pemegang gadai memperingatkan penggadai jika telah jatuh

tempo dengan kompensasi penggadai membayar denda sesuai kesepakatan pada
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saat akad dilakukan, barang gadai dijual tidak melalui lelang syari’ah melainkan

dengan kehendak pemegang gadai sendiri.



BAB Y

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari analisis yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, kiranya
dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktek gadai motor yang dilaksnakan pada masyarakat Kecamatan
Gunung Anyar tidak terdapat bukti tertulis yang menjelaskan dan
menerangkan bahwa ada transaksi antara penggadai dengan penerima gadai,
pemegang gadai menjadi pemilik sementara motor yang digadaikan hingga
penggadai menebus motor tersebut, penarikan uang biaya perawatan dan
penjagaan motor ditarik di muka dengan besaran sesuai dengan utang yang
diberikan penerima gadai, motor gadai dapat dimanfaatkan penuh oleh
pemegang gadai selama masih dalam penguasaannya.

2. Dari pendapat-pendapat Imam Syafi’i dalam kitabnya Al-Umm terdapat
beberapa poin yang dalam hal ini tidak diterapkan pada praktek gadai dalam
masyarakat Kecamatan Gunung Anyar seperti halnya pemegang gadai
menjadi pemilik sementara barang gadai dengan semua manfaatnya, tidak
adanya bukti tertulis maupun saksi dalam transaksi gadai motor yang mereka
lakukan dengan posisi pemegang gadai rentan akan kecurangan, harta milik
penuh sedangkan motor yang digadaikan kebanyakan motor yang masih

dalam tahap pembayaran kepada pihak leasing tidak dapat menjual motornya

64
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tersebut karena BPKB masih ditahan oleh pihak lain agar dilunasi terlebih
dahulu, cacat dan kerusakan sebelum gadai dilakukan maupun akibat
kelalaian gadai merupakan tanggungan penggadai, penggadai sering
dirugikan dengan adanya penarikan uang pemerliharaan barang gadai pada
saat akad dilakukan dengan tanpa ganti rugi jika ada kerusakan yang
disebabkan pemegang gadai.

3. Dalam Fatwa MUI yang membahas mengenai gadai juga ada beberapa poin
yang tidak diterapkan pada praktek gadai yang lakukan masyarakat
Kecamatan Gunung Anyar seperti halnya pemegang gadai memanfaatkan
gadai tidak hanya sekedar pengganti biaya perawatan bahan lebih condong
semena-mena dalam pemanfaatan motor tersebut karena pada awal transaksi
gadai penggadai telah memberikan uang untuk biaya perawatan barang
gadai, besar biaya perawatan barang gadai yang dibebankan kepada
penggadai ditentukan dari hasil besar dari pinjaman, pemegang gadai
memperingatkan penggadai jika telah jatuh tempo dengan kompensasi
penggadai membayar denda sesuai kesepakatan pada saat akad dilakukan,
barang gadai dijual tidak melalui lelang syari’ah melainkan dengan
kehendak pemegang gadai sendin dan hasildari penjualan untuk pemegang

gadai sendirt.
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Saran

Madzhab Syafi’i yang berkembang pesat di Indonesia seharusnya menjadi
acuan bagi umat Islam dalam segala bentuk mu’amalah yang telah dibahas
olehnya dalam karya-karya beliau, sekalipun gadai yang diterapkan masyarakat
Kecamatan Gunung Anyar juga seyogyanya berpatokan kepada pendapat-
pendapat beliau mengenai gadai yang terdapat dalam kiab Al-Umm karya beliau
sendiri. Begitu pula pendapat MUI, yang merupakan wadah musyawarah para
ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh
muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan
penjawaban bagi setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan
dihadapi masyarakat serta mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat
maupun pemerintah. Harusnya pada praktek gadai yang diterapkan oleh
masyarakat Kecamatan Gunung Anyar perpedoman pada apa yang telah
difatwakan oleh MUI sekalipun tidak ada sanksi bagi yang tidak

melaksanakannya.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Volume 7, Jakarta, Ichtiar Baru
van Hoeve, Tanpa Tahun

Abdul Ghafur Ansori, Gadai Sariah di Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada
University Press, 2005

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et al, Al-Fighul-Muyassar Qismul
Mu‘amalat Mausu‘ah Fighiyyah Haditsah Tatanawwalu Ahkamal Fighil
Islami Bi Uslub Wadih Lil-Muhtashin Wa Gairihim, Terj. Miftahul
Khairi, Yogyakarta, Maktabah Al-Hanif, 2009

Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat, Jakarta, Kencana, 2010

Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, Jakarta, Gramedia
Pustaka Utama, 2010

Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, A/-Imam Asy-Syafi ‘i FT Mazahib Al-
Qadim Wa Al-Jadid, Terj Usman Sya’roni, Jakarta Selatan, Hikmah,
2008

Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
1994

Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
2008

Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S. Figih Madzhab Syafi’l, Buku I, Bandung,
Pustaka Setia, 2007

Imam Syafi’l, Mubtasar Kitab Al-Umm Fi Al-Figh, Terj. Imron Rosadi, et al,
Jakarta, Pustaka Azzam, 2005

Imam Muhyiddin Abi Zakariya Yahya Bin Syarif An-Nawawi, Shahih Muslim,
(Mesir: Maktabah Al-Iman), Tanpa Tahun

Ismail Nawawi, Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam, Surabaya, Putra
Medika Nusantara, 2010

Masjfuk Zuhdi, Studi Islam Jilid III: Muamalah, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
1993



Nasr Hamid Abu-Zayd, A/-Imam As-Syafi‘i Wa Ta‘sis Al-‘Aidulujiyah Al-
Wasatiyah, Terj. Khoiron Nahdliyyin, Yogyakarta, LKIS Yogyakarta,
1997

Poedjawiyatma LR., Logika filsafat berpikir, Jakarta, bina aksara, 1985

Satria Effendi, M. Zein, Ushul Figh, Jakarta, Kencana, 2005

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Ul Press, 1986

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Bends, Yogykarta,
Liberti, 1981

Syaikh ‘Abdurrahman A-Jaziri, A/-Figh ‘Ala mazahibi Al-‘Arba’sh, Terj.
Chatibul Umam, Jombang, Darul Ulum Press, 2001

Syaikh Al-A‘lamah Muhammad Bin ‘Abdurrahman Ad-Dimasqi, Rahmah Al-
Ummah Fi Al-Ikhtilaf Al-A‘immah, Ter, ‘Abdullah Zaki Alkaf
Bandung, Hasyimi, 2004

Tatang M, Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta, Raja Grafindo
Persada, 1984

Wardi bachtiar, Metodologi Penelitian Dakwah, Jakarta, logos, 1997

Wahbah Zuhaili, A/-Fighu Asy-Syafi‘i Al-Muyassar, Terj. Muhammad Afifi,
Jilid 1, Jakarta Timur, Almahira, 2010

Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, Jakarta Sinar Grafika, 2008)

Depag Rl, A/-Qur’an dan Terjemahannya, Surabaya: Karya Utama, 2000
Departemen Agama RI, Himpunan Fatwa MUI, Jakarta, Depag, 2003
DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1990
Dody Nur Andrian, ‘Kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam Ketatanegaraan

Indonesia’, http://dodynurandriyan.blogspot.com/2008/08/kedudukan

majelis-ulama-indonesia-dalam.html, 13 Agustus 2008



Himatun, ‘Pengertian Al Quran’,

http://hikmatun.wordpress.com/2007/01/03/pengertian-al-

qur¥%E2%80%99an/, 03 Januari 2007

DASS, ‘Studi Kepustakaan’, http://id.shvoong.com/social-
sciences/education/2052189-studi-kepustakaan/ixzz1zxSVOoLR, 16
September 2010

Islam2U.net, ‘Pengertian Hadits’, http://blog.re.or.id/pengertian-hadis.htm



